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PUTUSAN
Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sidrap
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pajalele, 18 September 1998,
agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai
Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Alesalewo, 10 Agustus 1994,
agama lIslam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten

Sidenreng Rappang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2021
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor
610/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari
Jumat, tanggal 26 April 2019 M/ 21 Sa’ban 1440 H, Berdasarkan Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor: - dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 26 April
2019;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun dikediaman
orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat dan selama dalam
perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan
layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun dan damai, namun sejak bulan April tahun 2020 sudah mulai terjadi
ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang
disebabkan karena:

- Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk;

- Tergugat sering marah / emosi walaupun hanya disebabkan oleh
persoalan-persoalan kecil, sampai mengucapkan kata-kata yang
tidak pantas didengar oleh Penggugat;

- Tergugat mengkonsumsi narkoba;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2021,
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang
telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan Tergugat telah
melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga
Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
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Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap
sendiri ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas nomor 610Pdt.G/2021/PA.Sidrap yang telah dibacakan di
dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah;

Bahwa, di muka persidangan Penggugat secara prinsipal bermohon
untuk mencabut perkaranya,;

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara

persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan
oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sidrap dengan mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat dan
Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Sidrap, yang termasuk wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Sidarap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidrap berwenang secara absolut
maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat menghadap sendiri di muka Persidangan
sedangkan Tergugat tidak tidak datang menghadap ke muka persidangan dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakillkuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor
610Pdt.G/2021/PA.Sidrap yang telah dibacakan di dalam sidang, sedang
ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang
sah;
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Menimbang, bahwa Penggugat secara prinsipal bermohon untuk
mencabut perkaranya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv
gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika
perkara telah diperiksa dan Tergugat mengajukan jawaban, maka harus
mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan
keinginannya mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban,
maka Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas,
maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
610/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Mun'amah, S.H.I
sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
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sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah
Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy Mun'amah, S.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag
Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,-
2. BiayaATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 440.000,-
4. PNBP Panggilan . Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai . Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 560.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)
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